KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI MALUKU
NOMOR 128 TAMUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH ULIL AMRI BURU SELATAN
KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINST MALUKU,

& bahwa dalam rangks pelaksanaan ketentuan Pasal 8§ ayat (2}
Peraturan Menteri Aguna Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, periu memberikan i=in
operasional terhadap Madrasah Swasta d lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsl Malokou,

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutuy, periu memberikan kesempatan masyarakat melajul
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesusl dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan i
telah memenuhl perwynratan administratif, teknis, dan kelayakan
yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarican pertimbangan sebagaimans dimaksud dalam
hurufl &, b dan ¢ di atas, periu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku tentang
Pemberian lrin Operasional Pendirian Madrusah [btidatyah ULl
Amr Buru Selatan Kabupaten Buru Seilatan,

|. Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia
Namor 4301});

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Ouru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembamn Negama Republik Indonesia Nomor 4588);

J. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembamn Negama Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaras Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan
Pemenmnntah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410},

4, Peraturan...



4, Peraturan Pemerintalh Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belyjur Pendidikan Dasar (Lembarsn Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negarm Republik
Indonesia Namor 4863),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaren Neguran Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 4864);

6, Peruturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomor 4041 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelengguraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembarun Negurs
Republik Indonesis Nomor 5150) sebagnimuana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolean dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Mentent Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarsns Untuk Selwlah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madmash Teanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Altysh;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standsr Pelgyunan Miumal Pendidikan  di
Kabupaten /Kota sebagnimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peruturan Menteri Pendidikan Nasonal
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten /Kota:

10, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pads Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagnimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

L1, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
[Berita Negars Republik Indonesia Tahun 2012 Namor 851);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor [382) scbugnimana telahy diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Namor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggarasn Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);



Menetapian

KESATU

KEDUA

KETIOA

KEEMPAT

KELUMA

Dalam bal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud

Keputusan ind mulai berfaky pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggad 10 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI MALUKU

NOMOR 128 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ULIL AMRI BURU SELATAN
KABUPATEN BURU SELATAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| |Nama Madrasah MI. ULIL AMRI BURU SELATAN
4 |Nomor Statistik Madrasah 111281050004
3 |Alamat Madrasah Jin. Manggs Dus
Desa / Kelurmhan Labuang
Kecamatan Namrole
Kabupaten Buru Selatan
Provins Malulu
4 [Nama Orgatisasl Penyelengonrs | YAYASAN ULIL AMR! BURU SELATAN
5 |Akte Notaris Organisasi No. 6 Rostiaty Nahumarury, 8.H Tanggal 8
Penyelenggara Novemnber 2017
6 |Pengesahan Akte Notaris AHU-0017098 AH.01.04. TAHUN 2017
Organisas Penyelenggara Tanggal 17 November 2017




KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI MALUKU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor | 1079/KW.25 02 5/PP 03 /042018

:
i

Dibenkan kepada

MADRASAH IBTIDAIYAM ULIL AMRI BURL SELATAN
AN MANGGA DUA

LABUANG

NAMROLE

KABUPATEN BURY SELATAN

MALUKU

YAYASAN ULIL AMRI BURU SELATAN

NO 8 ROSTIATY NAHUMARURY, S H

AHU-DO1TOD8 AM.CY D4 TAMUN 2017 TANGGAL 17
NOVEMBER 2017

10 APFIL 2018

Dengan Nomor Statsstik Madrasah (NSM):

Arton, 10 Apre 2015
KEPALA KANTOR WILAYAM
: ERIAN AGAMA




